ABSTRACT

Land for human life has a very important meaning, because most of his life
depends on the land. Therefore, the land is needed by every human beings both in
small scope for the needs of residence, as well as on a large scale that is for social
and business needs. These developments and increases bring logical consequences
to the demands of the land as a place of residence. This gives the understanding
that the importance of land for human life, and humans must always try to have
and control the land. The transfer of ownership of land through sale and purchase
Is one way to obtain and control the rights of the land. According to our Agrarian
Law (UUPA), the sale and purchase of land is done under Customary Law.
According to the Traditional Law of buying and selling is light, cash and real,
meaning that the sale and purchase is done in the light of the presence of the head
(village head), the cash transfer of land by the landowner (seller) is done
simultaneously with the buyer's price, or spoken intentions must be followed by a
real act indicating the purpose of the sale and purchase. according to the theory
put forward Effendi Warin about the nature of cash in buying and selling here has
a meaning that the price of land paid it can be entirely, but it can be partly.
Although partially paid, the law is deemed to have been fully paid and is
considered to be a payment of the price and the transfer of its rights at the same
time. At that time according to the sale and purchase law has been completed and
the remaining unpaid price is considered a buyer's debt to the former landowner
(seller). This means that if the buyer does not pay the remaining price, the former
landowner can not cancel the sale and purchase of the remainder of the price is
done according to the civil sphere of debt agreement. With the application of this
theory in practice many cause problems, because the land has switched its right
while the payment has not paid off so vulnerable to the buyer wanprestasi and
eventually arise dispute. Referring to the above background, the authors want to
discuss about the legal consequences of the transfer of ownership rights to land
that has not paid off along with some background factors and how the solution to
the problem. This study uses juridical-sociological (socio-legal) legal approach.
The type of research empirical law is a type of research that analyzes a legal issue
or legal issue based on a problem that exists within the community itself by
obtaining field data. The legal materials used in this study are primary legal
materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection
techniques used are literature study, supported by field data through observation
and interview. The result of this study concludes that the legal effect of the
transfer of ownership of land that has not paid off is valid for the sale and
purchase, but if the payment of the land price has not been paid in advance then
the transfer of its rights can be suspended (in accordance with the agreement of
sale and purchase settlement paid). After payment of the price is paid a new
process of transfer of rights continue (making Deed of Sale and Purchase
certificate process). PPAT makes the Deed of Sale and then the deed is used as
authentic proof that there has been a transfer of land rights through subsequent
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sale and sale to be registered. While the sale and purchase of land that adheres to
customary law is concrete, cash, real and real. This means that the role of PPAT in
carrying out the mandate of the Act must be fully implemented and related to the
transfer of ownership rights to land that has not paid off, PPAT must determine
the firm stance to not make the Deed and Sell before all payment of the price paid
in full even though the payment method gradually . The solution if there are
problems like that then PPAT must make a binding agreement to buy and sell paid
before the Deed of Sale. This is done in order to realize the sense of justice and
minimize disputes between the seller and the buyer in relation to the sale and
purchase of land.
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ABSTRAK

Tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, karena
sebagian besar kehidupannya tergantung pada tanah. Oleh sebab itu, tanah sangat
dibutuhkan oleh setiap manusia baik dalam skala lingkup kecil untuk kebutuhan
tempat tinggal, maupun dalam skala besar yaitu untuk kebutuhan sosial maupun
usaha. Perkembangan dan pertambahan tersebut membawa konsekuensi logis
tuntutan kebutuhan tanah sebagai tempat tinggalnya. Hal ini memberikan
pengertian bahwa pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, dan manusia pasti
selalu berusaha untuk dapat memiliki dan menguasai tanah. Peralihan hak milik
atas tanah melalui jual beli adalah salah satu cara untuk mendapatkan dan
menguasi hak tanah tersebut. Menurut Hukum Agraria kita (UUPA), jual beli
tanah dilakukan berdasarkan Hukum Adat. Menurut Hukum Adat jual beli bersifat
terang, tunai dan riil, artinya jual beli tersebut dilakukan secara terang dihadapan
kepala ada (kepala desa), tunai penyerahan hak atas tanah oleh pemilik tanah
(penjual) dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pembeli, dan
riil yaitu kehendak atau niat yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan yang
nyata menunjukkan tujuan jual beli tersebut. menurut teori yang dikemukakan
Effendi Perangin mengenai sifat tunai dalam jual beli disini memiliki arti yaitu
harga tanah yang dibayar itu bisa seluruhnya, tetapi bisa juga sebagian. Meskipun
dibayar sebagian, menurut hukum dianggap telah dibayar penuh dan dianggap
pembayaran harga beserta penyerahan haknya dilakukan pada saat yang
bersamaan. Pada saat itu menurut hukum jual beli telah selesai dan sisa harga
yang belum dibayarkan dianggap sebagai utang pembeli kepada bekas pemilik
tanah(penjual). Ini berarti, jika kemudian pembeli tidak membayar sisa harganya,
maka bekas pemilik tanah tidak dapat membatalkan jual beli tanah tersebut dan
penyelesaian pembayaran sisa harganya dilakukan menurut ranah perdata yaitu
perjanjian utang piutang. Dengan penerapan teori inilah dalam prakteknya banyak
menimbulkan masalah, sebab tanah sudah beralih haknya sementara
pembayarannya belum lunas sehingga rentan sekali pembeli wanprestasi dan
akhirnya timbul sengketa. Merujuk pada latar belakang di atas, penulis ingin
membahas tentang akibat hukum terhadap peralihan hak milik atas tanah yang
belum lunas pembayarannya beserta beberapa faktor-faktor yang melatar
belakangi dan bagaimana solusinya terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini
menggunakan pendekatan hukum yuridis-Sosiologis (sosio-legal). Jenis penelitian
hukum empiris merupakan jenis penelitian yang menganalisa suatu permasalahan
hukum atau isu hukum berdasarkan suatu permasalahan yang ada dalam
masyarakat itu sendiri dengan cara mendapatkan data lapangan. Bahan hukum
yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah studi kepustakaan, yang didukung data lapangan melalui observasi dan
wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan, akibat hukum dari peralihan hak
milik atas tanah yang belum lunas pembayarannya adalah sah secara jual beli,
akan tetapi apabila pembayaran harga tanahnya tersebut belum dilunasi terlebih
dahulu maka peralihan hak nya dapat ditangguhkan (sesuai perjanjian pengikatan
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jual beli lunas). Setelah pembayaran harganya dilunasi baru proses peralihan
haknya dilanjutkan (pembuatan Akta Jual Beli dan proses sertifikat). PPAT
membuatkan Akta Jual Beli selanjutnya akta tersebut dijadikan alat bukti autentik
yang menerangkan telah terjadi peralihan hak atas tanah melalui jual beli
selanjutnya untuk didaftarkan. Sedangkan jual beli tanah yang menganut hukum
adat bersifat konkret, kontan, nyata dan riil. Artinya peran PPAT dalam
melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut harus benar-benar terlaksana dan
kaitannya dengan peralihan hak milik atas tanah yang belum lunas
pembayarannya, PPAT harus menentukan sikap tegas untuk tidak membuatkan
Akta Jual Beli tersebut sebelum seluruh pembayaran harganya lunas meskipun
cara pembayarannya secara bertahap. Solusinya apabila ada permasalahan seperti
itu maka PPAT harus membuatkan perjanjian pengikatan jual beli lunas sebelum
dibuatkan Akta Jual Belinya. Hal tersebut dilakukan supaya terwujud rasa
keadilan dan meminimalisir sengketa antara penjual dan pembeli dalam kaitannya
dengan jual beli tanah.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Jual Beli Tanah, Belum Lunas.
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